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MOTTO 

“Don't worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you 

need, and thank him for all He has done.” 

Philippians 4:6 
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Puji syukur kepada Tuhan YME karena berkat dan karunia-Nya lah saya dapat 
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jerih payah, dukungan, dan kepercayaan kalian menjadi salah satu hal yang 

membuat saya bertahan hingga saat ini. Skripsi ini bukan sekedar hasil dari 

perjuangan saya, melainkan sebagai bukti dari kasih, cinta, dan perjuangan orang 

tua saya yang selalu mengajarkan saya arti tanggung jawab. Skripsi ini sebagai 

bentuk terima kasih yang mungkin tidak akan pernah sebanding dengan segala 

pengorbanan dan kebaikan yang selama ini sudah saya dapatkan dari kalian 

berdua. 

Saudara terkasih dan tersayang, 

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada saudara-saudara yang saya sayangi, 
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kehadirannya. Segala hal yang telah kalian berikan mungkin tidak sebanding 

dengan skripsi ini, namun tanpa kalian saya mungkin tidak dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, kepercayaan, dan dukungan kalian 
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yang telah menjadi penyemangat dan penopang saya dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Dosen Pembimbing Skripsi, 

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Deden 

Koswara, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, atas segala arahan, bimbingan, 

dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kritik, 

masukan, dan waktu yang diberikan tidak hanya membantu saya dalam menyusun 

skripsi ini, tetapi juga membentuk cara berpikir dan membuka pandangan saya 

terhadap skripsi ini. Setiap bimbingan selama ini menjadi pengalaman dan 

perjalanan tak terlupakan bagi saya.   
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KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI TEORI 

SUMBER KEUANGAN NEGARA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. 
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BUMN dibentuk melalui penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). BUMN adalah instrumen negara yang memiliki peran 

strategis dalam pengelolaan cabang produksi penting serta pembangunan ekonomi 

nasional. Dengan penyertaan modal, kekayaan negara dipisahkan menjadi BUMN 

sebagai badan hukum terpisah. Namun, seiring waktu, status hukum kekayaan 

BUMN telah menimbulkan banyak perdebatan dan ketidakpastian hukum, terutama 

terkait apakah kekayaan BUMN masih dapat dianggap sebagai keuangan negara 

dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami BUMN. 

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

yang menghapus istilah "kekayaan negara yang dipisahkan" dari definisi BUMN, 

masalah ini semakin meningkat. Setelah frasa tersebut dihapus, masyarakat percaya 

bahwa kekayaan perusahaan swasta tidak lagi dapat dianggap sebagai kerugian 

keuangan negara. Ini menimbulkan ketegangan normatif dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan praktik penegakan hukum 

tindak pidana korupsi yang sebelumnya memperlakukan kerugian perusahaan 

swasta sebagai kerugian negara. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dari sudut pandang hukum keuangan negara 

dan hukum korporasi tentang bagaimana kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan 

negara dan bagaimana hukum negara dan BUMN bertanggung jawab atas 

pengelolaan kekayaan BUMN setelah perubahan undang-undang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Ini mencakup pendekatan 

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan 

pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang masalah keuangan 

negara dan BUMN. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kekayaan negara dimiliki oleh 

badan hukum perseroan secara korporatif, negara tetap memiliki tanggung jawab 

konstitusional untuk mengelola kekayaan yang berasal dari APBN. Dengan 

demikian, pemisahan kekayaan negara ke dalam BUMN tidak dapat diartikan 

sebagai pemutusan hubungan konstitusional negara dengan kekayaan tersebut. 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperbaiki ketidakjelasan 

aturan UU 1/2025 dengan menegaskan kembali peran pengawasan negara, 

khususnya BPK. Undang-undang ini juga memperjelas posisi BUMN sebagai 

entitas hibrida antara instrumen negara dan badan hukum privat. 
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Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum atas 

kerugian BUMN tidak dapat dipahami secara eksklusif. Pertanggungjawaban 

tersebut terdiri dari pertanggungjawaban organ BUMN berdasarkan prinsip 

manajemen perusahaan yang baik dan pertanggungjawaban negara berdasarkan 

konstitusi dan fiskal atas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, UU 

16/2025 telah membuat hukum menjadi lebih pasti tentang status kekayaan 

perusahaan multinasional. Namun, untuk menghindari interpretasi yang tidak 

sesuai di masa mendatang, peraturan harus disesuaikan kembali.  
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ABSTRAK 

Konsekuensi yuridis dari penyertaan modal negara yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara adalah pemisahan kekayaan negara ke dalam 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, pengaturan yang diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum terkait status kekayaan BUMN dan pertanggungjawaban 

hukum atas kerugian yang dialami BUMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melihat bagaimana kekayaan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara dan 

bagaimana negara dan BUMN bertanggung jawab secara hukum setelah UU 1/2025 

dan perubahannya oleh UU Nomor 16 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan 

hukum normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, 

konsep, dan putusan MK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa badan 

hukum perseroan memiliki kekayaan BUMN, tetapi negara tetap bertanggung 

jawab atas pengelolaannya karena bersumber dari keuangan negara. UU 16/2025 

sebagai koreksi normatif mempertegas lagi mekanisme pengawasan dan 

pertanggungjawaban, sehingga status kekayaan BUMN tidak sepenuhnya 

dilepaskan dari rezim keuangan negara. Menurut penelitian ini, kekayaan BUMN 

harus dipisahkan secara fungsional tanpa menghilangkan tanggung jawab negara 

terhadap kekayaan publik. 

 

Kata Kunci: BUMN, Pemisahan Kekayaan, Kekayaan Negara, Teori Sumber, 

Pertanggungjawaban Hukum, Keuangan Negara. 
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